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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah penulis lakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1)  Pelaksanaan Pendaftaran tanah yang dilakukan melalui Program 

Nasional Agraria (PRONA) di desa Sungai Pasak Kecamatan 

Pariaman Timur kota Pariaman berpedoman pada Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agraria 

Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria dilakukan 

melalui 9 tahapan, tahapan tersebut terdiri dari mulainya kegiatan 

penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak, 

pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman dalam hal 

bekas tanah hak milik ada, penerbitan SK Hak/pengesahan data fisik 

dan data yuridis, penerbitan sertifikat sampai dengan penyerahan 

sertifikat. 

2) Kendala Pelaksanaan Prona di Desa Sungai Pasak Kecamatan Pariaman 

Timur Kota Pariaman disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya: a). 

aspek masyarakat karena Sebagian besar masyarakat keberatan dengan 

adanya program PRONA dengan alasan tanah pusaka tinggi/ tanah 

warisan, pengurusan sertifikat selalu sulit, berbelit-belit dan 

membutuhkan waktu yang lama. Serta adanya beberapa kendala teknis 
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seperti Pemilik tanah tidak bersedia menunjukkan data tanahnya. 

Obyek/ tanahnya sudah bersertifikat tetapi didaftarkan lagi. Pemilik 

tanah tidak atau belum memasang tanda/patok batas obyek/tanahnya. 

Masyarakat yang belum siap membayar pajak BPHTB ( Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan). Pemohon/peserta Prona tidak proaktif 

terhadap kelengkapan berkas atau persyaratan yang kurang. b). aspek 

petugas seperti keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi dan peran 

kepala desa yang dirasa masih kurang optimal dalam pelaksanaan Prona 

tersebut. Serta adanya gangguan teknis dalam program komputer  

(seringkali eror/ mengalami kemacetan). Upaya untuk mengatasi 

kendala yang timbul dari program PRONA tersebut antara lain: 

Mengadakan penyuluhan yang lebih efektif dan informasi yang lebih 

rinci dan jelas agar tidak ada lagi kesalahan dan mengoptimalkan bagian 

layanan sistem jaringan komputer agar mempermudah pengurusan data-

data sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dan non teknis dan 

menghemat waktu pelaksanaan PRONA.  

B. SARAN 

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan PRONA di Desa 

Sungai Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman disarankan agar 

dapat meningkatkan sosialisasi terkait pelaksanaan prona di desa Sungai 
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Pasak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman agar menarik minat 

masyarakat untuk mengikuti program Prona dan memahami pentingnya 

kepemilikan sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum. 

2) Perlu dilaksanakan penyuluhan yang lebih intensif terhadap warga 

masyarakat calon peserta Prona agar mengurangi kendala seperti 

perbedaan persepsi mengenai maksud dan tujuan Prona, serta manfaat 

pemilikan sertifikat bagi masyarakat dan mengurangi kendala-kendala 

dalam bidang teknis yang mengakibatkan kepastian dan perlindungan 

hukum yang lemah terhadap sertifikat tanah tersebut. 
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